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LATAR BELAKANG

\

Q Pemerintah memutuskan total
ambahan belanja dan pembiayaan
APBN Tahun 2020 untukpenanganan

COVID-19 sebesar Rp405, Itriliun...

... alokasi anggarandi bidang
kesehatan akan diprioritaskan untuk
perlindungan tenaga kesehatan,
terutama pembelian alat pelindung diri
(APD), alatalat kesehatan sepertitest
Kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.




LATAR BELAKANG

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona

Untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan,\
dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah
~virus corona




SUBJEK

) 43

Yang mendapatkan fasilitas dalamPMKini
adalah Pihak Tertentu , yaitu:

I

Badan/Instansi Pemerintah , Rumah Sakit yang ditunjuk Pihak Lain yang ditunjuk oleh
baik pusat maupun daerah, yang sebagai rumah sakit rujukan Badan/Instansi Pemerintah atau
ditunjuk untuk melakukan untuk penanganan pasien Rumah Sakituntuk membantu

penanganan pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 penanganan pandemi COVID-19
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BARANG

Obat-obatan; A Jasakonstruksi;

Vaksin; A Jasakonsultasi, teknik, dan manajemen;
Peralatanlaboratorium; A Jasapersewaar dan/atau

Peralatan pendeteksi; A Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk

Peralatan pelindung diri; keperluan penanganan pandemi COVID-19.
Peralatanuntuk perawatan pasien; dan/atau

Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan

untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.
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FASILITAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI




______________________________________

______________________________________

Atas impor Barang KenaPajak(Objek PMK)oleh Pihak Tertentu
tidak dipungut PPN

Atas penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Pajak (Objek PMK) olen Pengusaha Kena Pajak (PKP)
kepada Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah

A termasuk juga penyerahan berupa pemberian cumacuma

PKP wajib membuatFaktur Pajak yang memuat keterangan khusus*

PKP harus membuatSSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*

PKP harusmembuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah  (Lampiran A.1 PMK)

> > >y D

Laporan & SSP/cetakan kode billingdisampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
a. 20 Juli 2020

(Masa Pajak ApritJuni 2020)
b. 20 Oktober 2020

(Masa Pajak JuliSeptember 2020

*) PPNDITANGGUNGPEMERINTAH EKBMK NOMOR28/ P MK . 0 3|



______________________________________

PERLAKUAN PERPAJAKAN _

______________________________________

Atas pemanfaatan JasaKena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabeanoleh
Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah

A Pihak Tertentu harus membuatSSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus*
A Pihak Tertentu harusmembuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah  (Lampiran A.2 PMK)

A Laporan & SSP/cetakan kode billingdisampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
a. 20 Juli 2020
(Masa Pajak ApritJuni 2020)
b. 20 Oktober 2020
(Masa Pajak JuliSeptember 2020

Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan JasaKena Pajak (Objek PMK) dari

luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabeanoleh Pihak Tertentu, tidak dikenal PPN sepanjang

memiliki SKJLN(Surat Keterangan Pemanfaatan JasaKena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean)sebelum melakukan impor

*) PPNDITANGGUNGPEMERINTAH EKBMK NOMOR28/ P MK . 0 3|
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LAMPIRAN A.1 PMK

LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

Nama Pengusaha Kena Pajak

NPWP B aspsnnsmbsnisseisvanes (2)
Masa Pajak T s e ()
DAFTAR RINCIAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH
No.| Nama & NPWP | Alamat Faktur Pajak DPP PPN
Pembeli BKP/ Kode dan | Tanggal | (Rupiah) | (Rupiah)
Penerima JKP Nomor Seri
() () (6) (7) (8) ©) (10)

Jumlah

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

..........  eeeeererereeeaene. 2020 (11)

Dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Objek PMK)
kepada Pihak Tertentu

LAMPIRAN A.2 PMK

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Wajib Pajak evevsevsarserren: (L)
NPWP TR ——
Masa Pajak B e S T S R ST (3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa
Kena Pajak:

NTPN . . . Juni/
April/Juli*) | Mei/Agustus*®

Tanggal i) il fgrmins) September®)
No |Transaksi|Menggunakan Tidak
(4 (5) SKJLN Menggunakan

6) SKJLN DFP | PPN DPP PPN | DPP | PPN
(7)
Jumlah (8)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

.......... s eeeeerereesaaeenn. 2020 (9)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

Dibuat oleh Pihak Tertentu yang melakukan pemanfaatan JKP(Objek PMK)
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
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FASILITAS

PAJAK PENGHASILAN




' PERLAKUAN PERPAJAKAN ! PPh PASAL

______________________________________

Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK)
diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor
dalam Masa Pajak April-September 2020

A Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai tanpa Surat
Keterangan Bebas (SKB)

A Pembebasanberlaku sejak PMK ini diundangkan sampaidengan
30 September 2020

A Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (Lampiran EPMK)

A Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar
paling lambat:
a. 20 Juli 2020
(MasaPajak April-Juni 2020)
b. 20 Oktober 2020
(MasaPajak Juli- September2020)



